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STUDI DESKRIPTIF PENCAPAIAN INDEK  





Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja 
pencapaian komposit IPM di Jawa Barat pada periode 1993-2006. 
Tujuan penelitian ini: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis 
pencapaian IP sebagai salah satu komposit pembentuk IPM 
(AMH, RLS, ILS, IP,) di Jawa Barat pada periode tahun 1993- 
2006. Penelitian ini bersifat analisis ex-post facto evaluation. 
Metode yang dipergunakan adalah analisis forcastlng dengan 
menggunakan teknik proyeksi. Data yang dikaji merupakan data 
sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
Hasil penelitian bahwa selama periode 1993-2006:1) RLS 
bertambah 1,25 tahun; pencapaiannya 7,80 tahun/tahun; 
pertumbuhannya 2,37% (0,18486/tahun). 2) AMH bertambah 
6,96%; pencapaiannya sebesar 95,07%; pertumbuhannya 0,50% 
(0,475385%/tahun); buta hurup tersisa 4,27%. 3) AHH bertambah 
7,23 tahun (68,28 tahun); pencapaiannya 67,70/tahun; 
pertumbuhannya 0,54% (0,36558 tahun). 4) IP bertambah 7,47 
poin; pencapaiannya 80,9 poin/tahun; pertumbuhannya 
0,91%/tahun (0,73 poin).
Secara keseluruhan akselerasi pencapaian RLS di daerah 
Kota lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten. Fenomena ini 
sekaligus merefleksikan masih terjadinya ketimpangan antara 
daerah perkotaan dan nonperkotaan sekaligus menunjukan pula 
bahwa perlakuan pembangunan masih belum merata.
Kata Kunci: AMH, RLS, IP, IPM, wajar dikdas.
A. Pendahuluan
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah 
pertama yang dijadikan percontohan oleh pemerintah 
pusat didalam peerapak IPM  sebagai parameter 
pembangunan. IPM  menggunakan tiga komposit 
pemebtnuknya yaitu Inek Pendidikan (IP) yang dibentuk 
dari AMH dan RLS, Indek Daya Beli (IDB), dan Indek
Kesehatan yang menggunakan Angka Harapan Hidup. 
Penelitian ini berupaya untuk mengungkap pencapaian 
IPM dari sisi komposit IP. Seluruh daerah di Jawa Barat 
yakni 26 Kabupaten/Kota dianalisis, dipetakan, sehingga 
tampak posisi masing-masing diantara daerah lainnya di 
Jawa Barat. Dari pedeskripsian tersebut dapat terlihat pula 
posisi akselerasi Jawa Barat secara keseluruhan pada 




UNDP dalam Human Development Report 
(1995:12) mengemukakan pandangannya tentang 
paradigma baru pembangunan yang meletakan 
orientasinya pada empat komponen utama: (1) 
Produktifitas, manusia harus berkemampuan untuk 
meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh 
dalam proses mencari penghasilan dan lapangan keija. 
Oleh karenanya, perumbuhan ekonomi merupakan bagian 
dari model pembangunan manusia. (2) Pemerataan, 
setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. 
Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik 
harus dihapuskan sehingga semua orang dapat 
berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang 
yang tersedia. (3) Keberianjutan, akses terhadap 
peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk 
generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan 
datang. Semua bentuk sumber daya (fisik, manusia, alam) 
harus dapat diperbaharui. (4) Pemberdayaan, 
pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, 
bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. 
Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam 
pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi 
kehidupan mereka.
2. Pembangunan Pendidikan Dalam Perspektif IPM.
Pada tahun 1990 PBB melalui UNDP menerbitkan 
Human Development Report (HDR) yang
mempublikasikan takaran keberhasilan pembangunan di 
berbagai negara dengan menggunakan Human 
Development Index/lndek Pembangunan manusia 
(HDI/IPM). Konsepsi index pembangunan yang telah 
dikembangkan selama ini secara philosofis mengandung 
makna bahwa kemajuan pembangunan yang dilakukan 
dan derajat kehidupan masyarakat perlu dipantau 
perubahannya terutama yang berkaitan dengan 
peningkatan kualitas hidup dalam satu periode tertentu, 
yang dalam konteks pembangunan manusia berarti 
mengevaluasi kinerja pembangunan disuatu wilayah. 
Untuk dapat dilakukannya pemantauan tersebut suatu alat 
ukur yang baku diperlukan sehingga perkembangan antar 
waktu dan perbandingan antar wilayah dapat sekaligus 
dilakukan. Indikator komposit pembangunan manusia 
merupakan satu set indikator tunggal yng dapat digunakan 
untuk maksud terebut yang merupakan alat ukur yang 
sejak beberapa tahun terakhir telah banyak digunakan 
untuk maksud tersebut yang telah banyak dibahas dan 
dimanfaatkan untuk melihat perkembangan antar wilayah 
dan antara waktu. (Imawan, 2002)
Konsep pembangunan dalam filosofis IPM  harus 
dilihat sebagai proses dan upaya ke arah perluasan pilihan 
(enlarging the choices of peoples), dan sekaligus taraf 
yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, 
pembangunan manusia dapat dilihat sebagai 
pembangunan (formation) kemampuan manusia melalui 
peibaikan taraf kesehatan, pengetahuan, keterampilan, 
sekaligus sebagai pemanfaatan (utilization)
kemampuan/keterampilan dirinya dalam menjalani 
kehidupannya. Secara sederhana konsep» filosofis yang 
tekandung dalam pembangunan dengan menggunakan 
parameter IPM yakni sejauhmana pembangunan 
kapasitas manusia akan dapat memberinya peluang bagi 
'perluasan pilihan* setiap individu sehingga ia memiliki 
akses terhadap sumber-sumber yang memungkinkan 
dirinya memiliki (1) peluang umur panjang dan sehat, (2) 
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan
mempraktikkan keterampilannya itu untuk, (3) memperoleh 
uang (atau daya beli). Ketiga unsur itu dianggap 
merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan 
pembangunan manusia suatu negara, sehingga 
menentukan nilai IPM. Konsep pembangunan yang 
dipakai menentukan IPM lebih luas dibandingkan konsep 
lain. Konsep pembangunan yang sering digunakan, 
misalnya konsep pembangunan ekonomi, hanya menekan 
pada pertumbuhan (economic growth), kebutuhaan dasar 
(basic needs), kesejahteraan masyarakat (social welfare), 
atau pengembangan sumber daya manusia (human 
resources development).
C. H ASIL PENELITIAN DAN PEM BAHASAN  
1. Kondisi Umum Pencapaian AMH, RLS, IMH dan IP  di 
Jawa Barat Periode 1993-2006.
Pada tahun 1993 rata-rata pencapaian AMH di 
Jawa Barat mencapai 88,77%. Daerah yang 
pencapaiannya masih dibawah rata-rata Jawa Barat 
adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, 
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, 
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten 
Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi. 
Sedangkan pada tahun 2006 kondisinya semakin 
meningkat yakni mencapai 95,73%.
Rata-rata pertumbuhan AMH selama periode tahun 
1993 -  2006 mencapai 1,25% dengan pertumbuhan 
pertahun 0,50%. Dengan mengacu pada pencapaian 
tahun 2006 sebesar 95,73% maka masih terdapat krang 
lebih 4,27% yang berada dalam kondisi belum melek huruf 
(buta huruf). Dengan kinerja pertumbuhan AMH sebesar 
0,50% pertahun maka diperlukan waktu 8,54 tahun untuk 
dapat mencapai angka melek huruf 100% bagi penduduk 
Jawa Barat atau lebih kurang pada tahun 2014,54. Kisaran 
pertumbuhan pertahun adalah (-0,08%) -  (2,73%).
Pada periode tahun 1993 dari 20 daerah, sebanyak 
17 daerah sudah mencapai katagori pencapaian AMH 
yang tinggi, Sementara tiga daerah lainnya baru mencapai
katagori menengah atas yaitu: Kabupaten Indramayu 
(65,95%), Kabupaten Subang (78,87%), Kabupaten 
Karawang (78,24%). Sedangkan pada periode 2006 dari 
25 daerah sebanyak 24 daerah sudah mencapai rata-rata 
AMH di atas 80%, hanya 1 daerah yang pencapaiannya 
masih di bawah 80%  yakni Kabupaten Indramayu 
(74,04%).
Pada tahun 1993 capaian AMH tertinggi dicapai 
oleh Kota Bogor (98,09%) dan terendah dicapai oleh 
Kabupaten Indramayu (65,95%). Sementara pada tahun 
2006 capaian AMH tertinggi juga dicapai oleh Kota Bogor 
(98,98%) dan capaian AMH terendah juga dicapai 
Kabupaten Indramayu (83.03%). Walaupun pencapaian 
AMH Kabupaten Indramayu relatif rendah dibandingkan 
darah lainnya di Jawa Barat, akan tetapi akselerasi 
pencapaian AMH daerah ini secara keseluruhan mencapai 
tingkat pertumbuhan yang tertinggi diantara daerah 
lainnya. Secara umum akselerasi pencapaian semua 
daerah di Jawa Barat setiap tahunnya mencapai kondisi 
kecenderungan (trend) pertumbuhan meningkat. Kalaupun 
terjadi fluktuasi hal tersebut tidak menunjukkan penurunan 
yang drastis.
Selama periode 1993-2006 daerah yang mencapai 
rata-rata pertumbuhan relatif tinggi dibandingkan daerah 
lainnya adalah Kabupaten Sukabumi (1,27%), Kabupaten 
Kuningan (1,94%), Kabupaten Indramayu (3,67%), 
Kabupaten Subang (1,90%), Kabupaten Purwakarta 
(1,13%), Kabupaten Karawang (2,02%), Kabupaten 
Bekasi, (1,67%), Kota Banjar (1,21%).
Perbaikan pencapaian AMH dapat diartikan 
semakin meningkatnya pelayanan pendidikan warga Jawa 
Barat dan semakin sedikitnya tingkat buta hurup. 
Interpretasi terhadap pencapaian AMH menunjukkan 
bahwa semakin tinggi pencapaian AMH maka dapat 
diartikan semakin baiknya pembangunan pendidikan bagi 
penduduk di suatu daerah. Artinya bahwa kualitas 
manusia di daerah tersebut meningkat dan semakin baik 
karena memperoleh sentuhan pendidikan yang semakin
lama dan baik. Dengan demikian pencapaian AMH ini 
dapat menggambarkan kualitas SD M  di daerah yang 
bersangkutan dilihat dari sisi pembangunan pendidikan 
pada tingkatan yang mendasar.
Pencapaian AMH yang semakin baik/tinggi 
sekaligus semakin meminimalisir angka buta hurup di 
setiap daerah. Pada tahun 2006 AMH Jawa Barat sudah 
mencapai 95,73%. Dalam konteks IPM, perubahan 
pencapaian AMH akan berdampak pada perbaikan angka 
IP. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan AMH selama 
periode 1993-2006 maka pertumbuhan AMH masing- 
masing daerah di Jawa Barat masih tergolong relatif 
rendah, karena sebagian besar daerah (16 daerah) rata- 
rata pertumbuhannya berada di bawah 1%. Sedangkan 
daerah yang rata-rata pertumbuhannya selama 6 periode 
di atas 1%  hanya 9 daerah yaitu Kabupaten Sukabumi, 
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten 
Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, 
Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Banjar. 
Kisaran rata-rata pertumbuhan AMH Jawa Barat selama 
periode 1993-2006 berada pada rentang (0,09% -  3,67%) 
dengan rata-rata pertumbuhan setiap pertahun mencapai 
0,50%.
IMH pada dasarnya akan mengikuti pencapaian 
AMH. Pada tahun 1993 rata-rata IMH Jawa Barat 
mencapai 0,8877 poin dan pada tahun 2006 mencapai 
0,9573 poin (naik 0,0696 poin). Rata-rata pencapaian poin 
IMH Jawa Barat selama periode 1993-2006 mencapai 
0,9307 poin. Pada periode ini daerah yang pencapaan 
indeksnya dibawah rata-rata Jawa Barat adalah 
Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten 
Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten 
Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, 
Kabupaten Bekasi.
Terdapat kecenderungan bahwa di daerah-daerah 
Kota, dimana kinerja pembangunan pendidikannya sudah 
relatif maju, pencapaian IMH tumbuh lebih rendah 
dibandingkan dengan daerah lainnya. Situasi ini
menunjukkan bahwa jumlah penduduk daerah kota yang 
melek hurup sudah relatif lebih baik dan lompatan 
perubahannya cenderung stabil dan kecil. Karena IMH 
pada dasarnya dipengaruhi oleh RLS maka didaerah yang 
sudah mencapai ketuntasan pendidikan wajar 9 tahun 
umumnya mengalami stagnasi pertumbuhan karena 
daerah tersebut tidak segera menetapan kebijakan wajib 
belajar pada jenjang yang lebih tinggi (wajar 12 
tahun/SLTA).
Dalam perhitungannya IP mengkalkulasi IMH dan 
komponen Indeks RLS, sehingga pencapaian IP amat 
ditentukan oleh kedua komponen tersebut. Dilihat dari 
konsepsi perhitungan IPM, berbeda dengan IK dan IDB 
yang hanya memasukkan satu komponen dalam 
perhitungan scoring akhir, maka untuk IP dimasukkan 
lebih banyak indikator. Konsep ini lebih mempertegas 
bahwa indikator atau faktor atau variabel pendidikan lebih 
dominan dalam pertumbuhan IPM, dibandingkan bobot IK 
dan IDB, disamping itu konsep itu juga memperjelas 
kondisi bahwa perhitungan IP jauh lebih selektif 
dibandingkan kedua indeks yang lain.
Selama periode 1993-2006 sebanyak 14 daerah 
dengan pencapaian RLS masih dibawah rata-rata Jawa 
Barat yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, 
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut Kabupaten 
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, 
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten 
Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang.
Sedangkan daerah dengan rata-rata pencapaian 
RLS diatas rata-rata pencapaian Jawa Barat adalah: 
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota 
Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, 
Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar. 
Fakta ini menunjukkan suatu fenomena disparitas 
pencapaian R LS antara daerah perkotaan dan daerah 
nonperkotaan. Dilihat dari sisi pertumbuhan secara 
keseluruhan rata-rata pertumbuhan R LS Jawa Barat
selama periode 1993-2006 mencapai 2,70% dengan rata- 
rata pertumbuhan pertahun 2,39%.
Khusus pada periode 1996-1999 secara umum 
dalam lingkup Jawa Barat terjadi penurunan pertumbuhan 
RLS yakni turun mencapai (-3,66%). Hal ini seiring dengan 
menurunnya tingkat R LS dari 7,05 tahun pada tahun 1996 
turun menjadi 6,80 tahun pada tahun 1999. Kalau dilihat 
fenomena pada periode tersebut maka situasi krisis sosial 
politik dan sosial ekonomi diduga kuat merupakan faktor 
yang menyebabkan kondisi penurunan tersebut teijadi. 
Krisis politik dan ekonomi telah menyebabkan 
melemahnya aksesibilitas masyarakat usia sekolah untuk 
menyelesaikan pendidikannya akibat daya beli masyarakat 
yang melemah. Daerah yang paling tajam penurunannya 
adalah Kabupaten Indramayu (-53,08%, dari 5,97 tahun 
menjadi 3,9 tahun). Kondisi ini menyebabkan rata-rata 
pencapaian RLS Kabupaten Indramayu selama periode ini 
menjadi minus (-1,41). Akan tetapi justru kalau melihat 
asumsi pertumbuhan pertahun Kabupaten Indramayu 
mencapai akselerasi paling tinggi di Jawa Barat yaitu 
5,03%. Hal yang sama dialami Kabupaten Bogor yang 
mengalami penurunan tajam pada periode 1999-2003 
yaitu (-29,45%). Dalam periode krisis politik dan ekonomi 
ini sebagian besar daerah mengalami penurunan 
pencapaian RLS. Hanya 3 daerah yang justru mengalami 
pertumbuhan yaitu: (1) Kabupaten Bogor (tumbuh 9,25%, 
dari R LS 7,26 tahun pada tahun 1996 menjadi 8 tahun 
pada tahun 1999. (2) Kota Bogor (tumbuh 9,89%, dari RLS 
8,38 tahun pada tahun 1996 menjadi 9,3 tahun pada tahun 
1999. (3) Kota Bandung (tumbuh 5,10%, dari R LS 9,11 
tahun tahun pada tahun 1996 menjadi 9,6 tahun pada 
tahun 1999).
Pada periode tahun 1993 sebagian besar daerah 
(18 daerah) sudah mencapai angka RLS di atas 6 tahun. 
Pada periode ini hanya ada 2 daerah yang pencapaian 
RLS-nya masih dibawah 6 tahun adalah: Kabupaten 
Sukabumi (5,96 tahun), Kabupaten Indramayu (5,71 
tahun). Pada tahun 1993 ini beberapa daerah sudah
mencapai RLS diatas 7 tahun antara lain Kabupaten 
Bandung (7,01 tahun), Kabupaten Bekasi (7,64 tahun), 
Kota Bogor (8,69 tahun), Kota Sukabumi (8,25 tahun), 
Kota Bandung (8,86 tahun), Kota Cirebon (7,86 tahun). 
Pada tahun 2005 angka RLS di seluruh daerah di Jawa 
Barat mencapai di atas 6 tahun termasuk didalamnya 
Kabupaten Indramayu (6,01 tahun) dan Kabupaten 
Sukabumi (6,56 tahun).
Dilihat dari kebijakan wajib belajar 9 tahun, pada 
periode 1993-2006, beberapa daerah yang sudah 
mencapai RLS 9 tahun adalah: Kota Bandung telah 
mencapai RLS 9,11 tahun pada tahun 1996 dan pada 
tahun 2006 telah mencapai (10,34 tahun); Kota Bogor 
mencapai RLS 9 tahun pada tahun 1999 (9,3 tahun) dan 
pada tahun 2006 mencapai (10 tahun); Kota Bekasi pada 
tahun 1999 (9,4 tahun) dan pada tahun 2006 mencapai 
(10,88 tahun); Kota Depok pada tahun 2003 (9,8 tahun) 
dan pada tahun 2006 mencapai (10,64 tahun); Kota 
Cimahi sejak tahun 2003 sudah mencapai R LS  (9,43 
tahun) dan pada tahun 2006 mencapai (10,11 tahun); Kota 
Cirebon mencapai RLS 9 tahun pada tahun 2003.
Secara keseluruhan bahwa akselerasi pencapaian 
R LS di daerah Kota lebih tinggi dibandingkan daerah 
Kabupaten di Jawa Barat. Fenomena ini sekaligus 
merefleksikan bahwa pembangunan pendidikan di daerah 
perkotaan lebih akseleratif. Hal ini menunjukan pula 
bahwa perlakuan pembangunan masih diskriminatif dan 
belum merata diseluruh daerah di Jawa Barat Akibatnya 
gerakan wajib belajar 12 tahun baru dapat dilaksanakan 
hanya didaerah perkotaan tertentu yang RLS-nya telah 
mencapai 9 tahun, sementara sebagian besar daerah 
masih harus bergulat dalam menuntaskan wajib belajar 9 
tahun di daerahnya masing-masing. Dilihat dari akselerasi 
secara umum perkembangan angka R LS di semua daerah 
menunjukkan pertumbuhan. Kondisi penurunan angka 
R LS tidak terjadi secara drastis dan relatif stabil, karena 
flukstuasinya berkisar antara 6 hingga 7 tahun. Angka RLS 
di beberapa daerah sempat mengalami penurunan.
Pada tahun 1993 daerah yang mencapai indeks 
RLS diatas 0,5 poin adalah: Kabupaten Bekasi, Kota 
Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, 
Sementara pada tahun 2006 semakin banyak daerah yang 
sudah mencapai angka indeks R LS diatas 0,5 poin adalah: 
Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten 
Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota 
Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota 
Tasikmalaya, Kota Banjar.
Pada tahun 1993IP di Jawa Barat mencapai 74,27 
poin dan tahan 2006 mencapai 81,69 poin (naik sebesar 
7,42 poin selama 13 tahun). Secara keseluruhan IP Jawa 
Barat mencapai kenaikan secara konsisten. Tingginya 
pencapaian IP secara keseluruhan di Jawa Barat pada 
periode tahun 1993 -2006 tidak lepas dari pertumbuhan 
pencapaian AMH di setiap daerah yang semakin 
meningkat. Kondisi ini dapat disimpulkan semakin 
meningkatnya partisipasi warga untuk memperoleh 
pendidikan. Akan tetapi jika melihat capaian IP dari sudut 
pandang RLS maka kondisinya belum dapat dikatakan 
prestatif. Pada periode tahun 1993 RLS mencapai 6,79 
dan pada tahun 2006 mencapai 8,04 tahun (hanya naik 
1,25 tahun selama 13 tahun). Tampak bahwa selam 
periode 1993-2006 ini pencapaian IP yang tinggi juga 
masih didominasi oieh daerah perkotaan dan 
perbedaannya (gap) relatif jauh. Hal ini merupakan refleksi 
dari ketimpangan antara daerah perkotaan dan 
nonperkotaan.
Selama periode 1993-2006 daerah yang 
menunjukan rata-rata pertumbuhan IP cukup tinggi (diatas 
1%) adalah: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, 
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten 
Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, 
Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, 
Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.
Sedangkan daerah yang menunjukan rata-rata 
pertumbuhan IP relatif rendah (dibawah 1%) adalah: 
Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten 
Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, Kota 
Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cimahi. Dari data-data 
tersebut tergambarkan bahwasanya kemajuan 
pembangunan pendidikan di suatu wilayah maka akan 
berkorelasi secara langsung dengan perbaikan IP di 
wilayah tersebut. Pencapaian kondisi tersebut 
merefleksikan bahwa pembangunan pendidikan di daerah 
itu cukup akseleratif.
Berdasarkan pengelompokan posisi pencapaian 
daerah dalam pencapaian IP pada tahun 1993 terlihat 
bahwa dari 20 daerah hanya tiga daerah yang termasuk 
katagori tinggi (pencapaian 80 poin keatas) yakni: Kota 
Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung. Kelompok katagori 
menengah bawah adalah: Kabupaten Indramayu, 
Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang. Sebagian 
besar daerah berada pada kelompok katageori menengah 
atas yakni: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, 
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten 
Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, 
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten 
Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten 
Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon.
Pada tahun 2006 terlihat bahwa sebagian besar 
daerah sudah berada pada katagori pencapaian IP yang 
tinggi dan tidak ada lagi daerah yang berada pada 
kelompok menengah bawah dan bawah. Sementara 
daerah yang pada tahun 1993 berada pada kelompok 
menengah bawah maka pada tahun 2006 sudah mencapai 
katagori tinggi yakni: Kabupaten Bandung, Kabupaten 
Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, 
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, 
Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, 
Kota Banjar.
D. KESIMPULAN
Selama periode 1993-2006 IP di Jawa Barat 
mencapai lompatan sebesar 7,47 poin. Rata-rata
pencapaiannya 80,9 poin/tahun sedangkan 
pertumbuhannya mencapai 0,91%/tahun atau (0,73 poin). 
Pada tahun 2006 IP sudah mencapai 81,69 poin. Dengan 
kinerja tersebut pada tahun 2010 IP diperkirakan akan 
mencapai 84,61 poin. Data menunjukan ternyata 
pencapaian IP tersebut lebih banyak disumbang oleh 
faktor AMH sebesar 79.05% sementara RLS 
menyumbang 20,94%. Pertumbuhan selama kurun waktu 
lebih kurang 13 tahun terakhir ini tidak menggambarkan 
akselerasi yang progresif, artinya pula pembangunan 
pendidikan berjalan relatif stagnan tanpa ada perubahan 
yang berarti.
Selama periode 1993-2006 R LS hanya 
bertambah 1,25 tahun dengan pertumbuhan 2,37% 
(0,18486 tahun) dan masing ada gap R LS 6,96 tahun. 
Dilihat dari akselerasi secara umum perkembangan angka 
RLS di semua daerah menunjukkan pertumbuhan positif 
walaupun amat lamban dan cenderung stagnan, 
fluktuasinya antara 6-7 tahun.
Secara keseluruhan akselerasi pencapaian RLS 
di daerah Kota lebih tinggi dibandingkan daerah 
Kabupaten. Fenomena ini sekaligus merefleksikan masih 
terjadinya ketimpangan antara daerah perkotaan dan 
nonperkotaan sekaligus menunjukan pula bahwa 
perlakuan pembangunan masih belum merata.
Maka berangkat dari kondisi tersebut pencapaian 
IP hendaknya jangan hanya mengandalkan ketercapaian 
yang paripurna dari aspek AMH semata-mata melainkan 
harus mengakselerasi pencapaian IP dari pencapaian 
RLS, mengingat ukuran RLS yang dijadikan standar 
internasional adalah 15 tahun. Pencapaian IP yang 
termasuk kategori tinggi ini belum dapat dijadikan indikator 
keberhasilan pembangunan pendidikan yang signifkan 
karena masih menyisakan persoalan yakni masih 
rendahnya pencapaian RLS yang hanya setara kelas 2 
SLTP. Padahal R LS inilah yang dapat dijadikan ukuran 
yang dapat lebih mengekspresikan kompeten» 
manusia/warga Jawa Barat yang sebenarnya. Sementara
AMH hanya menggambarkan sosok kompetensi manusia 
pada tingkatan yang amat rendah yakni hanya mengukur 
warga dari kemampuan melek hurup (baca, tulis, hitung) 
pada tingkatan yang elementer, dan hal ini dapat saja 
diperoleh pada jenjang pendidikan SD  ataupun kelas 
rendah di SD. Kalaupun pencapaian AMH mencapai 100% 
tetapi jika R LS  pencapainya stagnan maka pencapaian IF 
tidak akan akseleratif melampaui angka lebih dari 85 poin.
Dengan kondisi tersebut Jawa Barat akan 
berjalan dalam pertumbuhan RLS yang lambat dam 
pencapaiannya relatif kecil. Pada saat wajib belajar 6 
tahun dicanangkan pada tahun 1984 dan dinyatakan 
tuntas pada tahun 1994 dan kemudian dicanangkan wajib 
belajar 9 tahun, sampai tahun 2004 ternyata tidak dapat 
dicapai, karena dalam kurun waktu 1994-2004 (10 tahun) 
capaian RLS Jawa Barat tidak pernah menyentuh angka 9 
tahun. Walaupun beberapa daerah kota (28%) sudah 
dapat mencapai RLS 9 tahun namun 72% daerah masih 
berkutat jauh di bawah 9 tahun. Sehingga amat logis jika 
agregat pencapaian R LS Jawa Barat masih jauh dari 
ketuntasan 9 tahun. Secara teoritis ketercapaian RLS 
yang tinggi hanya mungkin jika jenjang pendidikan warga 
Jawa Barat sudah dapat menuntaskan jenjang minimal 
SLTA.
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